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A. [bookmark: _Toc223331614]Simpulan 
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Secara yuridis majelis hakim memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP melalui pembuktian kumulatif unsur subjektif (dolus eventualis) dan objektif (actus reus) dengan 17 saksi, 3 ahli, visum, dan DNA kondom, menegaskan kausalitas mutlak serta pemberatan Pasal 15 ayat (1) hutuf b, huruf e huruf j jo UU TPKS yang menghasilkan pidana 11 tahun proporsional dari ancaman maksimal 25 tahun. Secara non-yuridis putusan menegaskan pelanggaran etika profesi dokter PPDS yang menyalahgunakan fentanyl untuk kejahatan seksual, mengakibatkan diskualifikasi residensi dan restitusi Rp137,8 juta LPSK. 
2. Penerapan pidana dalam putusan tersebut berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, pidana denda Rp100.000.000 subsidier pidana penjara 6 bulan, dan restitusi Rp137.827.000 subsidier pidana penahanan 6 bulan dengan dasar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf j jo. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain pidana, terjadi penonaktifan residensi PPDS oleh Dekan Fakultas Kedokteran Dalam Putusan 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman maksimum UU TPKS.

B. [bookmark: _Toc223331615]Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:
1. Terkait Putusan Pengadilan Dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun, ke depan diharapkan pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek perlindungan dan pemulihan korban.
2. Keterlibatan MKDKI dan MKEK menjadi penting dalam menilai pelanggaran disiplin dan etika profesi dokter. Oleh karena itu, MKDKI dan MKEK diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara objektif, independen, dan profesional, tanpa dipengaruhi solidaritas sejawat, agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban.
3. Perlu dilakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai batasan tindakan medis dalam praktik kedokteran, agar masyarakat memahami bahwa perbuatan asusila bukan merupakan bagian dari tindakan medis dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta etika profesi.
4. Diperlukan peningkatan sosialisasi hukum dan pendampingan korban agar masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan setiap dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh tenaga medis, sehingga tercipta efek jera serta terwujud sistem perlindungan hukum yang efektif bagi korban.
5. Rumah Sakit wajib mendampingi pasien perempuan dengan keluarga saat konsultasi, serta melakukan audit bulanan komite etik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dokter.
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